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BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang :

Mengingat

SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

. _ bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang

efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Belu, perlu dilakukan Penyederhanaan
Struktur Perangkat Daerah melalui Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;

. bahwa penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten

Belu telah memperoleh rekomendasi Menteri Dalam Negeri
melalui Surat Nomor :.061/4244/OTDA tanggal 29 Juni
2021 Hal : Pertimbangan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Belu;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat Dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah



Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),
scbagaimana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor: 72  Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan
Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);

S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 140);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERJA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELU.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.

3. Bupati adalah Bupati Belu.

4. Sckretaris Daerah adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Belu.

5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Belu.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu.

7. Jabatan Administrasi adalah sckelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan  pelayanan  publik  serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

8. Jabatan Fungsional adalah sckelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

10. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional adalah
pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui
penyesuaian]inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

BAB Il
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata,

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

‘ Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

a. kepala dinas;

b. sekretariat terdiri atas :
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
bidang destinasi dan industri pariwisata;

bidang pemasaran pariwisata;

bidang pengembangan ekonomi kreatif;

e a0

bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
dan

g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi dinas sebagaiména dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.



(1)

(@)

3)

BAB I
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pariwisala yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata,

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
pariwisata;

d. pelaksanaan administrasi dinas; dan

¢. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olech Bupati terkait dengan
fungsinya.

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il

dan Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

(1

)

()

(1)

Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas
usul Kepala Dinas.

Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Selain kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit organisasi jabatan administrasi
dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki
kesesuaian dengan jabatan fungsional yang merupakan unit organisasi
yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun
administratif bersesuaign dan/atau dapat dilaksanakan oleh jabatan
fungsional tertentu.



(2)

3)

(4)

(S)

(1)

(2)

Unit organisasi jabatan administrasi ([c:ng.'m ruang lingkup |ug..'|s dan
fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki  kesesuaian df:ngfn? jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud dalam l’nsu! 7 ayat (1) ‘h,-rdm atas sub
koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang

lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pernantauan
dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada

masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
a. sub koordinator substansi program, data dan evaluasi;
b. sub koordinator substansi keuangan;
c. sub koordinator substansi pengembangan daya tarik wisata;
d. sub koordinator substansi pengembangan kawasan pariwisata;
e. sub koordinator substansi pengembangan industri pariwisata;
. sub koordinator substansi strategi dan komunikasi pemasaran
pariwisata; .
8. sub koordinator substansi analisis data pasar pemasaran pariwisata;
h. sub koordinator substansi pengembangan pemasaran pariwisata dalam
dan luar negeri;
i. sub koordinator substansi riset, edukasi, pengembangan dan
infrastruktur;
sub koordinator substansi akses permodalan dan pemasaran;
. sub koordinator substansi fasilitasi hak kekayaan intelektual dan
hubungan antar lembaga dan wilayah;
. sub koordinator substansi pengembangan sumber daya manusia
aparatur;
m.sub koordinator substansi pengembangan sumber daya manusia
kepariwisataan dan ekonomi kreatif; dan
n. sub koordinator substansi hubungan kelembagaan kepariwisataan dan
ekonomi kreatif.

f ke

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan

sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-
masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Dinas :

a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah, yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. a/



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

1 berlaku, pejabat administrasi yang telah
fungsional hanya melaksanakan tugas
tambahan, dan melaksanakan tugas pokok apabila telah dilaksanakan
penyesuaian  sistem  kerja oleh  orpanisasi  perangkat daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pada sant Peraturan Bupati ini muls
disetarakan ke dalam jabatan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belu Nomor

70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten
Belu Tahun 2019 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar §8.ﬁap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 17 Oktober 2022

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIAT
DAERAH

N

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 66. 0./
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 66 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 OKTOBER 2022

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

A. Kepala Dinas

Tugas :

memimpin, mengendalikan dan  mengkoordinasikan  perumusan
kebijakan, pembinaan, c¢valuasi serta pelaporan  pelaksanaan
pembangunan  pariwisata yang meliputi pelaksanaan  tugas
kesekretariatan, kegiatan bidang pengembangan destinasi dan industri
pariwisata, bidang pengembangan pemasaran pariwisata, bidang
pengembangan ekonomi kreatif, serta bidang pengembangan sdm
pariwisata dan ekonomi kreatif dan kegiatan bimbingan teknis, supervisi,
pemantauan, pendokumentasian, pelaporan serta evaluasi kegiatan
sesuai kefentuan yang berlaku demi terwujudnya pelayanan dinas
pariwisata yang optimal.

Fungsi :

1. r%lengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dinas pariwisata
berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten dan kebijakan pimpinan daerah yang dilaksanakan
melalui kebijakan kegiatan kesekretan'atan, kegiatan bidang destinasi
dan industri pariwisata, bidang pengembangan pemasaran
};aﬁwisata, bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta bidang
pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan masukan dari
komponan masyarakat untuk di pakai sebagai pedoman dasar dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas;

2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja berupa kebijakan
umum dan teknis berdasarkan renstra dinas pariwisata dan
masukan dari komponen masyarakat, untuk di pakai sebagai

pedoman dasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas;
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3. merumuskan dan menetapkan standar operasionalprosedursektor
pariwisata yang merupakan urusan pilihan daerah secara tepat pada
penetapan kinerja dinas melalui kebijakan kegiatan kesekretariatan,
kegiatan bidang daya tarik wisata, bidang pengembangan pemasaran
pariwisata, bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta bidang
pengembangan sumber daya manusia pariwisata, dan eckonomi
kreatif untuk meningkatkan  kualitas kinerja  dinas dalam
melaksanakan lugus‘—pnkuk dan fungsi dinas;

4, merumuskan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan,
prosedur kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
kesekretariatan, kegiatan bidang daya tarik wisata, bidang
pengembangan pemasaran pariwisata, bidang pengembangan
ekonomi kreatif, serta bidang pengembangan sumber daya manusia
pariwisata, dan ekonomi kreatif, untuk dipakai sebagai pedoman
dalam tata kelola pariwisata yang handal;

5. merumuskan dan menctapkan laporan pelaksanaan budaya kerja,
pengendalian internal, akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan
kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjwaban,
laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keuangan dan
laporan kinerja lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku,
untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas yang berbasis kinerja;

6. menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi langkah
kegiatan kesekretariatan, kegiatan bidang daya tarik wisata, bidang
pengembangan pemasaran pariwisata, bidang pengembangan
ekonomi kreatif, serta bidang pengembangan sumber daya manusia
pariwisata, dan ekonomi kreatif,untuk menciptakan keteraturan,
daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dinas pokok dan fungsi
dinas;

7. mengkoordinasikan pendistribusian tugas kepada sekretaris, kepala
bidang dan kepala unit pelaksana teknis baik secara tertulis maupun a/
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10.

11.

12.

lisan, sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing
agar pelaksanaan tugas dinas berjalan lancar;

merencanakan, menetapkan dan  mengevaluasi penerimaan dan
pendapatan daerah dari dinas pariwisata berdasarkan ketentuan dan
peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan  asli
daerah;

melaksanakan analisis dalam menyediakan dukungan infrastruktur
kegiatan pada kesekretariatan, kegiatan bidang daya tarik wisata,
bidang pengembangan pemasaran pariwisata, bidang pengembangan
ekonomi kreatif, serta bidang sumber daya manusia pariwisata, dan
ekonomi kreatif, untuk melancarkan urusan dinas;

merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan kesekretariatan,
kegiatan bidang daya tarik wisata, bidang pengembangan pemasaran
pariwisata, bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta bidang
pengembangan sumber daya manusia pariwisata, dan ekonomi
kreatif, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar
tersedianya rumusan kebijakan teknis untuk digunakan sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas
pariwisata;

merumuskan dan menetapkan kebijakan sekretariat pada dinas
pariwisata yang meliputi kegiatan sub bagian umum dan
kepegawaian, sub bagian keuangan dan aset dan kegiatan sub bagian
program, evaluasi dan pelaporan, berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan administrasi
yang maksimal pada dinas;

melaksanakan pengelolaan barang milik negara berdasarkan standar
baku melalui langkah kegiatan perencanaan, analisis kebutuhan,
penyimpanan,  pendistribusian, pemanfaatan,  inventarisasi,

penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,

pemindatanganan, pengawasan dan pengendalian terhadap semua a/
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15.

16.

17.

18.

barang  milik negara yang di kelola dinas, untuk menghindari

terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan barang milik daerah;

-melaksanakan layanan  administrasi pemerintah  yang meliputi

kctﬂlnuanhaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan,
kcrumahtanggnnn, arsip dan dokumentasi dinas pariwisata, untuk
mewujudkan kinerja dinas yang handal dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya;

- melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan serta pendokumentasian kegiatan bidang
destinasi dan industri pariwisata, bidang pengembangan pemasaran
pariwisata, bidang pengembangan ckonomi kreatif, serta bidang
pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
mewujudkan kinerja dinas yang berbasis pelayanan;

melaksanakan penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan
masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi,
pelaporan dan hubungan masyarakat serta keprotokolan agar
terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang handal;

melaksanakan penyelenggaran urusan, keuangan dan perlengkapan
meliputi urusan perbendaharaan, akuntasi, verifikasi, pencatatan
aset dan perlengkapan, agar terwujudnya tata kelola keuangan dan
aset milik negara secara transparan dan akuntabel;

melaksanakan penyelenggaran urusan pengembangan destinasi dan
industri  pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata,
pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta
urusan pengembangan ekonomi kreatif, agar terwujudnya pelayanan
dinas pariwisata yang handal;

mengkoordinasikan program dan kegiatan dinas dengan instansi dan
pihak terkait baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten agar
selaras dalam pelaksanaanya dan terjalinnya hubungan kerja sama

yang baik;



20.

~mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi

baik di dalam maupum luar dacrah sesuai petunjuk atasan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan daerah baik
diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan

keputusan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugas
di sektor pariwisata;

Ql.mcnyampaiknn laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan
kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan
masukan atasan; dan

22. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
fungsinya.

. Sekretaris

Tugas : ;

memimpin,  merencanakan  operasional,  mengendalikan dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi

pengelolaan data, perencanaan program, pelaporan, hukum dan
komunikasi publik, urusan umum, kepegawaian, administrasi keuangan
dan aset, ketatausahaan dan kerumah tanggaan pada dinas pariwisata
dengan cara seksama berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
agar terwujudnya pelayanan administrasi yang cepat,akurat dan lancar.

Fungsi :

1.

merencanakan langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan
rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber
data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan
akomodatif;

. mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan staf dalam

pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsinya masing-
masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari rencana
yang telah ditetapkan;

memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan serta memberikan saran,
arahan dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik secara A/
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10.

1

—

12,

lisan dan tertulis agar tidak terjadi

kesalahan kekuran
penyimpangan  dari gan dan

rencana  dan (target sasaran yang

ditetapkan; =
meneliti dan menandatangani dokumen keuangan dan perlengkapan
seperti lembaran  kerja, surat permohonan  pembayaran

kwitansi/surat pertanggungjawaban dan
sesuai ketentuan yang berlaku agar kegi
dan barang dapat dipertanggung jawa
aturan teknis yang berlaku;

melaksanakan analisis dalam menyediakan dukungan infrastruktur
pada sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan

dan pelaporan, serta sub bagian keuangan dan aset, untuk
melancarkan urusan dinas;

mengkoordinasikan penyusunan

dokumen-dokumen barang
atan pengelolaan keuangan
bkan sesuai prosedur dan

A dan pelaksanaan rencana
program/kegiatan sub bagian berdasarkan masukan data dari semua

S‘-‘b. bagian agar tersedianya program kerja sekretariat yang
partisipatif;
mengkoordinir penyusunan kebutuhan alat perlengkapan kantor,
alat tu_lis kantor pada Dinas Pariwisata untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat
daerah/unit kerja terkait untuk memperoleh data dan informasi
sebagai masukan dan referensi dalam rangka memperlancar
pelaksanaan tugas dan kegiatan sehingga tercapai tujuan sesuai
rencana, target dan sasaran yang telah ditetapkan;

mengoreksi dan menyempurnakan konsep sesuai hasil kajian untuk
menjadi dasar penyusunan program kerja dinas dan penyediaan data
dan informasi;

melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan dan prosedur
yang berlaku agar terwujudnya aparatur yang handal dan memiliki
kompetensi;

.mengendalikan pelaksanaan layanan administrasi umum kepada

semua unsur yang ada pada dinas pariwisata agar tercipta pelayanan
administrasi cepat, akurat dan lancer yang berbasis kinerja;
mengkoordinir penyusunan laporan pengawasan melekat, budaya
kerja, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja instansi
pemerintah, kinerja dinas, kinerja keuangan dan laporan kinerja
lainnya untuk bahan pertanggungjawaban dan evaluasi;

6



13.

14,

15.

16.

me i i
ngevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana

kerja untuk i
mengetahui permasalahan sert. i
g serta men ternatif
Pertiscahanrya, ctapkan al

memberikan saran dan masukan,
atasan, diminta ataupun
hfahan pertimbangan pimpi
tindak lanjutnya;

. pikiran dan pendapat kepada
tidak diminta untuk dijadikan sebagai
nan dalam mengambil keputusan sebagai

me : 4
ln;(bual laporan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data

za_mg ada dan berdasarkan kegiatan yang ditelah dilakukan agar
pergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan

pclak\fsanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

fungsinya. .

.

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tugas :

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan langkah—]angkah operasional kesekretariatan dan

hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada

untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja

bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

menghimpun dan mengolah data pelaksanaa reformasi birokrasi

di lingkungan dinas berdasarkan rencana kerja pokja area

perubahan reformasi perangkat daerah dalam rangka

mewujudkan reformasi birokrasi  pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik;

4. mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka

- penyusunan daftar urut kepangkatan, pengusulan kartu pegawai,
kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan dan Taspen agar
tersedia data usulan yang valid;

5. menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat
dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah
ditetapkan agar tepat waktu;

6. mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan
pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan
struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan
angka kredit pejabat fungsional dan sasaran kerja pegawai agar
tercip'ta tertib administrasi kepegawaian;

7



7.

8.

9.

mengontrol dan merckapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data
absensi  harian agar ftersedia data bagi pembinaan disiplin
pPegawai;

melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat
Pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar

pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan
kebutuhan diklat lebih lanjut;

melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk
dan keluar agar terarah dan terkendali;

10. melaksanakan kegiatan pengelolaan  arsip dinamis meliputi

pen.gck.)laan arsip aktif, pengelolaan arsip vital dan pengelolaan
arsip inaktif sepuluh tahun ke bawah agar terselenggaranya
pengelolaan kearsipan yang baik;

11. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata

maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dan schat
dalam melaksanakan tugas;

12. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan

kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

13. mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada

jam~ dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan
sarana dan prasarana gedung/kantor;

14. memberikan layanan humas kepada instansi/pihak terkait secara

transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;

15. melaporkan hasil pelaksanaan umum dan kepegawaian

berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban
dan masukan bagi atasan;

16. melakukan  konsultasi  pelaksanaan  kegiatan  dengan

unit/instanasi atau lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

17. membimbing bawahan dalam melaksanakan disiplin sesuai

ketentuan yang berlaku agar terciptanya pegawai negeri sipil yang
handal, professional, beretika dan bermoral; dan

18. pelaksanaan ?&s lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.



C. Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata
Tugas :

melaksanakan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  bidang
pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata
dan pengembangan industri pariwisata,

Fungsi :

1. penyusunan rencana kerja bidang;

2. perumusan kebijakan bidang pengembangan daya tarik wisata,
pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri
pariwisata;

3. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan daya tarik wisata,
pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri
pariwisata;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan
daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan
pengembangan industri pariwisata;

5. pelaksanaan monitoring,  evaluasi dan pelaporan bidang
pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata
dan pengembangan industri pariwisata;

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
bidang; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
fungsinya.

D. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Tugas :

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang strategi
dan komunikasi pemasaran pariwisata, analisis data pasar pemasaran
pariwisata, dan pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar
negeri.

Fungsi :

1. penyusunan rencana kerja bidang; a/




C. Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata

Tugas :

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan  bidang
gengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata
an pengembangan industri pariwisata.

Fungsi :

1. penyusunan rencana kerja bidang;

2. perumusan kebijakan bidang pengembangan daya tarik wisata,
pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri
pariwisata; %

3. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan daya tarik wisata,
Pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri
pariwisata;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan
daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan
pengembangan industri pariwisata;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang
pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata
dan pengembangan industri pariwisata;

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
bidang; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
fungsinya.

D. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Tugas :

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang strategi
dan komunikasi pemasaran pariwisata, analisis data pasar pemasaran
pariwisata, dan pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar
negeri.

Fungsi :

1. penyusunan rencana kerja bidang; a/




2. perumusan kebijakan bidang gqr,,.
pariwisata, analisis  data pasar
pengembangan pemasaran pariwisaty g

3. pelaksanaan kebijakan bidang Strate
pariwisata, analisis data Dasar :
pcngcm‘banga'n ptfmﬂsamn pariwisata dajm, | pariwifmm, dan

4‘pcmbenan-b1mbmgan teknis  dan gljmwf‘f"'l’lﬂr negeri;
komunikasi pemasaran  pariwigatg, ‘TVisi bidang  strategi  dan

pariwisata, dan pengembangan p(-mn:;”",mm S P S
" K - o iran Iwias p
negeri; pariwisata dalam dan luar

i d i

B dan komunikasi pemasaran
P,emasarun pariwisata, dan
!‘i am dan Juar negeri,

i et

Bl dan komunikasi pemasaran
Pemasaran

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pe
komunikasi pemasaran pariwisata, mmi
pariwisata, dan pengembaq
negeri,

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh at
fungsinya. }

laporan bidang strategi dan
isis data pasar pemasaran
ng o

nean pemasaran pariwisata dalam dan luar

asan sesuai dengan

- Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Tugas :
melaksanakan  penelitian  dan pengembangan  riset, edukasi,

pengembangan dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran,

serta bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar
lembaga dan wilayah.

Fungsi :

1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang

pengembangan ekonomi kreatif;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif;

3. pelaksanaan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual produk ekonomi
kreatif;

4. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan fasilitasi
sarana dan prasarana ekonomi kreatif;

5. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan pengembangan ekonomi
kreatif;

6. pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis
seni budaya ia.n berbasis media desain dan ilmu pengetahuan dan

N

teknologi;
10



7. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
fungsinya,

F. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif

Tugas :

melaksanakan perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan  bidang

pengembangan sumber daya manusia aparatur, pengembangan sumber
daya manusia kepariwisataan dan ckonomi kreatif dan hubungan
kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Fungsi :

1. penyusunan rencana kerja bidang;
2.

swbonits
perumusan kebijakan bidang pengembangan sumber daya pariwisata
dan ekonomi kreatif;

a
pelaksanaan kebijakan bidang bidang pengembangan sumber oy
pariwisata dan ekonomi kreatif;

o il : id
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang bidang

pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi krfaahf; Sidang
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. bldalx;.g
pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreat:jl 3 A
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan g
bidang; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
‘ fungsinya.
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A. Sub Koordinator Substansi p

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL

rogram, Data Dan Kvaluasi

Tugas :

1.

P

memeriksa dan melaksanakan hasil penyusunan dan penjabaran
program berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersusunnya
program dan kegiatan yang akomodatif;

menghimpun dan mengolah serta menganalisis data dari masing:
masing unit kerja di lingkungan dinas agar tersedia database dan
statistik dinas sesuaj kebutuhan;

menyusun laporan kinerja dan laporan dinas lainnya sesuai target
kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan bagi atasan;

mengevaluasi program dan kegiatan sesuai target kinerja schingga
dapat menjadi

berikutnya; dan

bahan masukan program dan kegiatan tahun

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.

B. Sub Koordinator Substansi Keuangan

Tugas :

1.

merencanakan kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan langkah-
langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman

dalam pelaksanaan tugas;



10.

11.

membagi tugas, memberi Petunjuk  dan memeriksa hasil kerja

ktifitag pPelaksanaar tugas,

memeriksa hasil penyusunan rencang anggaran pendapatan d
belanja dinas termasuk gail pepawai
lainnya agar terwujud pe
akuntabel;

bawahan agar tercapai efe

an
negeri sipil dan tunjangan

ngelolaan keuangan yang transparan dan

meneliti dan mengkaji anpparan pe

rencana agar terwujudnya Pencapaian penerimaan sesuai target;
melakukan verifikasi dan re

nerimaan dan pendapatan sesuai

konsiliasi anggaran penerimaan dan
pengeluaran dinas seguaj dengan data keuangan yang ada agar
terwujud pengelolaan kéuangan yang akuntabel melalui rekonsiliasi
dan koordinasi dengan instans;j dan pihak terkait;

melakukan pencatatan aset sesuai pembelajaan dinas untuk
penyusunan laporan neraca dinas;

menyusun laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar
tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan keuangan berdasarkan
rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan
bagi atasan;

melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi
atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan

yang berlaku agar terciptanya pegawai negeri sipil yang handal,
professional, beretika dan bermoral; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.



Sub Koordinator Substansi pe

ngembangan Daya Tarik Wisata

Fungsi :

1.
2.

10.

11.

penyusunan rencana kerja suly bidang;

penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan daya
tarik wisata;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan
daya tarik wisata; s

pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi pariwisata;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan daya tarik wisata;
pelaksanaan sinergitas pengembangan daya tarik wisata secara
terpad}l dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;

fasilitasi pengembangan event kepariwisataan;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
pengembangan daya tarik wisata;

pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang
pengembangan daya tarik wisata;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
seksi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

fungsinya.

Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Tugas :

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang
pengembangan kawasan pariwisata.



Fungsi

1.

2.

10.

penyusunan rencana kerja guly bid
mm;

penyiapan  bahan Perumusay,

kawasan pariwisala; k""ij"khn bidang pengembangan
penyiapan bahan pelakgar, "

kawasan pariwisata; aan kebijakan bidang pengembangan
penyiapan  bahan

- Penyusuan e
pariwisata; pedoman  penataan kawasan

penyiapan  dan penyusunan
pengembangan kawagan pariwisaty:
pelaksanaan pembinaan '
pariwisata; )
penyiapan bahan pemberian t
pengembangan kawasan pariwisata:
pelaksanaan monitorin - .

8, evaluasi dan laporan  bidang
pengembangan kawasan pariwisata; e
pelaksanaan monitoring, :
sub bidang; dan

data  usaha dan investasi
dan penyuluhan pengembangan kawasan

vimbingan teknis dan supervisi bidang

evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

13‘31*34"_5*5‘“’3“"n fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
fungsinya.

Sub Koordinator Substansi Pengembangan Industri Pariwisata

Tugas :

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang
pengembangan kawasan pariwisata.

Fuﬁgsi 3

L.
2.

penyusunan rencana kerja sub bidang;

penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan
industri pariwisata;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan
industri pariwisata;

penyiapan bahan penyusuan pedoman penataan industry

pariwisata;



penyiapan
; .P dan penyusunan data ugaha —_ o )
pariwisata; n investasi industri

pelaksanaan pembina
an dan pe ) .
Bariwisata; Penyuluhan pengembangan industri

7. penyia i i
penylapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang

pengembangan industri pariwisata:
8. pelak: itori l
P sanaan monitoring,  evaluasi  dan pelaporan  bidang
pengembangan industri pariwisata;
9. 1 itori i
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi
sub bidang; dan
1 ; . . 2 . .
0. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

fungsinya.

Sul? ‘Koordinator Substansi Strategi Dan Komunikasi Pemasaran
Pariwisata

Tugas :

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang

strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata.

Fungsi :

1. penyusunan rencana kerja sub bidang;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang strategi dan
komunikasi pemasaran pariwisata;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang strategi dan
komunikasi pemasaran pariwisata;

4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar
kepariwisataan;

5. pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan,;

fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar stakeholder

pariwisata;



10.

penylapan bahan pembetian bimbingan teknis dan supervisi bidang
strategi dan komunikasi pemasaran Pariwisata;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang strategi dan
komunikasi pemasaran pariwisata;

pelaksanaan monitoring, evaluagj dan pelaporan tugas dan fungsi
sub bidang; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuaij dengan
fungsinya.

Sub Koordinator Substansi Analisis Data Pagar Pemasaran Pariwisata

Tugas :

menyiapkan bahan Perumusan dan

analisis data pasar Pémasaran pariwisa;

pelaksanaan kebijakan bidang
ta,

Fungsi :

penyusunan rencana kerja sub bidang;

penyiapan bahan Perumusan kebijakan bidang analisis data pasar
pPemasaran pariwisata;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisis data pasar
pemasaran pariwisata;

pelaksanaan  penelitian dan

pengembangan  potensi
kepariwisataan;

pasar

pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan;
fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar stakeholder
pariwisata;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang

analisis data pasar pemasaran pariwisata;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang analisis
data pasar pemasaran pariwisata;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
sub bidang; dan



fungsinya.

Sub Koordinator Substansi i
sl 1 P i ¥
Dalam Dan Luar Negeri TR Peen. PO

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang
pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.

Fungsi :

1. penyusunan rencana kerja sub bidang;

2. penyiapan bahan Perumusan kebijakan bidang pengembangan
pemasaran pariwisata dalam dan fuar negeri;

3.

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan

pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;

4. pelaksanaan penelitian  dan pengembangan potensi pasar

kepariwisataan dalam dan luar negeri;

pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan;

fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar stakeholder

pariwisata;

7. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang

pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan  bidang
pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;

9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
sub bidang; dan

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

fungsinya.



gub Koordinator Substansi Rigey

Infrastruktur Edukasi, Pengembangan  Dan

Tugas :
menyiapkﬂn'bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang
riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur

p‘ungsi H
1. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional;
2. melaksanakan penyusunan rencang kegiatan;

3. melaksandkan pembinapn, pengelolaan dan pengembangan  fiset,
edukasi, pengembangan dan infrastruktur; dan

4, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
fungsinya.

Sub Koordinator Substansi Akses Permodalan Dan Pemasaran

Tugas :
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang

akses permodalan dan pemasaran.

Fungsi :
1. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional;

2. frxelaksanakan penyusunan rencana kegiatan permodalan dan

pemasaran;
3. melaksnakan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

fungsinya.



Sub Koordinator Sul i i
Substangi I’nmlu,.,i Ha

Hubungan Antar Lembaga Dap Wilaya) " Kekayann Intelektual Dan
yah

Tugas :

menyiapkan bahan

perumusan
nyiap N pelaky; ij ‘
AU B inaan  kebijakan bidang

AN intelektua)

' dan huby
i h dan
wilayah. gan antar lembaga

FFungsi ~

1. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional;

2. penyusunan rencana kegiatan;
’

3. melaksanak: iti
o an  penelitian dan pengembangan ekonomi  kreatif,
mela ilitasi
" sa'nakan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual produk
ekonomi kreatif dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
4. melak?anakan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
S.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
fungsinya. '

Sub Koordinator Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur

Tugas :

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang

perigembangan sumber daya manusia aparatur.

Fungsi :

1. penyusunan rencana Kerja sub bidang;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan
sumber daya manusia aparatur;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber
daya manusia aparatur;

4. penyusunan analisis potensi sumber daya manusia aparatur; a/

9



- pelaksanaan  pembinaa n

10.

11.

12.

Sub Koordinator Substansi

dan pelati i
“latihan g

umber daya manusia

aparatur; e

pengembangan dan Pembinaan gy,

nber daya manusia aparafur,
pelaksanaan monitoring,

tvaluasi, dap pelaporan  bidang
pengembangan dan Pembinaan sum

‘ ber daya manusia aparatur
pelaksanaan monitoring,

evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi
sub bidang; dan

pelaksanaan fungsi lain Yang diberika
fungsinya.

n oleh atasan sesuai dengan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif

Tugas :

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang

pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi
kreatif.

Fungsi :

1.
2.

.

penyusunan rencana kerja sub bidang;

penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan
sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif: H
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan
sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif ;
penyusunan analisis potensi sumber daya manusia kepariwisataan

dan ekonomi kreatif;



11.

12.

18.

. penyiapan bahan pemberian

pelaksanaan  pembinaan dan pelatip
ho.a - an & .
kepariwisataan dan ekono umber

q daya manusia
mi kreaif,

USia kepariwiss =
kreatif; I 1sataan dan ekonomi

fasilitasi penyelenggaraan uji

- kompetens; sumber daya manusia
kepariwisataan dan ckonomi kreatif,
peningkatan kualitas masyatakat dals

M mendukung pariwisata;
pelaksanaan pemberdayaan sumber

daya manusia kepariwisataan
dan ckonomi kreatif;

bimbingan teknis dan supervisi bidang
pembinaan  gumber
kepariwisataan dan ckonomji kreatif;

pelaksanaan monitoring,

pengembangan  dan daya  manusia

cvaluasi, dan pelaporan  bidang
pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang
kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

pelaksanaan monitoﬁng,

evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi
sub bidang; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
fungsinya.

Sub Koordinator Substansi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan
Dan Ekonomi Kreatif

Tugas :

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang

hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Fungsi :

1.

penyusunan rencana kerja sub bidang; M



penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang hubungan
kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang hubungan
kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

pelaksanaan pengembangan kemampuan manajemen kelembagaan
kepariwisataan;

pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang hubungan
kelembagaan kepariwisa{aan dan ekonomi kreatif;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi
sub bidang; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

fungsinya.

BELU,7"0

GUSTINUS /




